PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i

EALINAN

No.2/C, 25-'12- 8.

Menimbang

Mengingat

SURABAYA

PERATURAN DAERRH KOTAMADYA DRERAH TINGKAT IT SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG

PERUBRHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTREMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 8 TRHUN 1983 TENTANG PEMBERIAN
UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT

-
-

PENGHASIL PENDAPATEN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MRHA ESA

WALIKOTAMADYR KEPALA DAERRE TINGKAT XYY SURRBAYA

a.

bahwa sehubungan dengan meningkatnva beban tugas dibidang
pemungutan Pendapatan Daerah serta dalam upaya untuk men
dorong dan meningkatkan kegiatan kegiatan aparat pengha-
sil Pendapatan Daerah, perlu menyesuaikan pemberian uang
perangsang atau upah jasa puncut dencan memperhatikan -
tingkat kemampuan daerah ;

b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a konsideran ini, perlu

menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Nomor 8 tahun 1983 tentang Pemberian Upah Ja
sa. Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Pe.nghasil -
Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Sura

baya, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Undang undang MNamor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Peme
rintahan di Daerah ;

Undang undang Nomeor 16 tahun 1950 tentang PembentukarnADae
rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto -
Undang undang Nomor ~ 2::tahun 1965 ;

Undang undang Namor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan
Umm Pajak Daerah ;

Undang undang Namor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;



9.

10.

11,

1a.

13,

4.

15,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertangoungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nemor € tahun 1975 tentang Cara Penyu
sunan Anggaren Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Deerah dan Perhitungan Anggaran Penda
patan dan Belanja baerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tatun 1983 tentang-
Bentul: Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1981 tanggal
4 April 1981 tentang_ ' Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usa,
haan Uang Perangsang :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 903 - 433 tanggal 10
Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Ba
lanja Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Noamorx 126 tahun 1979 tang-
gal 22 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada
biras Pendapatan Daerah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timir No
mor 6 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dae
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timuer Nomor 11 tahun -
1980 tentang Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Apa-
rat Penchasil Pendapatan Daerah Propinsi Deerah Tingkat I
Jawa Timur

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 13 tahun 1978 tamagal 23 Juli 1978 tentang Pemberian -
Upah Jasa Pungut kepada Fedaw.i wesd .obigas Foatuaguc kel
dapatan Asli Daerah Tingkat II ;

Instruksi Gubermar Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Timur No
mor 6 tahun 1980 tanggal 21 Pebruari 1980 tentang Pemberi
an Upah Jasa Pungut kepada Aparat Pemungut Pendapatan Dae
rah Tingkat II :

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 20 tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pena-
ta Usahsan Uang Perangsang ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya RNo
mor 8 talun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atan
Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendmpatan  Asli
Daerzl..



Pengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabava,

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAFRRE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA TENTANG
PERUBAHRAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DRERRH TINGKAT XI
SURABAYZ NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PEMBERIEN UPAH JRASA FUNCUT
ATAU URNCG PERANGSZNG KEPZDA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN  ASLI
DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nemor 8
tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Cang Perang
sang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Rgli Daerah Kotamadya-
Daerah Tingkat II Si:rabaya., yang disahkan dengan Keputusan Gu
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Nopember -
19683 Nomor 338/F tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Dae
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pa
da tanggal 13 Desember 1983 Namor 14/C diubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
Jumlah persentase dimaksud pada ayat (1) pasal ini  ialah-
5% (lima pergeratug) dari realisasi penerimaan Pendapatan -
Leli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B. Paszl 4 diubah dan harus dibaca :
Uang perangsang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan -
Daerah ini diberikan kepada Aparat Penghasil Pendapatan Dae
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta Aparat Unit
yang terkajt dan pelaksanaan pembagiannya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturar Dazerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
hgar setiap orang mengetalminya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran -
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 3 Oktcber 1989.

DEWAR PERWAKILAN RAXYAT DAERAH WALIKOTAMMDYA KEPALA TAERDNH
ROTAVADYR DAERN; ':Ilf'-um'i II SURABAYR TINGKAT II SURRBAYZ

td ttd

SOENJO0TO B dr. H. POERNOMD KASIDI



Disakkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 28 Desember 1989 Momor 369/P tahun 1989,

A.n. GUBERNUR KEPALR DRAERAH TINGKAT I
‘ JAWA TIMOR
hsisten I Sekretaris Wilayah/Daexah
(Bidang Pemerintahan)

trd.

Drs. SOEDJITO
Nip.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba-
ya tahun 1989 Seri C, tanggal 25 Desember 1989 Wamor 9,

A.n. WVALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYR
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd,

Salinan sesuaj dengan aslinya

. -Sekretaris Kotamadya/Daerah
\ R P £ ?‘;*'ri

Drs. SOENARJO
Nip. 510040479




I.

PENJELAS DN
ATRS
PERNTURAN DAERAH KOTZMADYA DAERRH TINGKAT IT SURABAYA
' NOMOR 11 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYR DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMCR 8 TRHUN 1983 TENTANG PEMBERIAN
UPAE JASA PUNGUT ITRU UANG PERANGSANG KEPIDA APARPT
PENGHPSIL PENDAPATAN ASLI DIEPAE

PENJELASAN UMIM :

Pelaksanaan permberian upah jezsa pungut atau uang perangsang yvang di
atur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8
tahun 1983 belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Mente-
ri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979, khususnya dalam hal penetzpan jumlah
persentase perhitungan pemberian upezh jasa pungut/uang perangsang dimaksud,

Berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan sekarang, pemberian uang
perangsang tersebut baru mencapai 2% % dari jumlah maksimum sebesar 5% 2~
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. ‘

Oleh kerena itv sehubungan dengan meningkatnya beban tugas dibidang pemu-
ngutan Pendapatan Aisli Daerah dan dalam upaya untuk mendozc;ng serta me-
ningkatkan kegiatan aparat pemungut/penghasil Pendapatan Daerah perlu dila
kukan penyesuzian pemberian uang perangsang sesuai dengan kemampuan Daerah,

PENJELLSEN PhSAL DEMI PRESAL :

Pasal I huruf » : - Yang dimaksud dengan Aparat Penghasil Pen
dspatan Daerah zdalah setiap Unit/Satuan -
Keria baik dilingkungan Pemerintah Kotama~
dya Daerah Tinckat II Surabaya maupun Apa-
rat lain yang secara nyata mendukung dan
melzksanakan kegiatan pemasukan dan pening
katan Pendapatan Asli Daerah. Tidak terma-
suk dalam pengertian aparat penghasil Pen-
dapatan Asli Daerah mermrut Peraturan Dae
rah ini adalah Unit/Satuan Xerja yang di
bentuk semata mata cntuk mencarl keuntung-
an dan terhadapnya berlaku ketentuan lain,
kecuali dalam hal melaksanakan tugas seba

gai hparat Penghasil.



Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sura
baya lebih lanjut akan mengatur dan menetap
kan Unit/Satuan Kerja yang berhak mendapat-
kan uang perangsang.

~ Besarnya uang perangsang ditetapkan 5% {1i-
ma perserams) darl realisasi penerjimean -~
pvendapatan asli daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya atas perhitungan vyang
diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota--
madya Daerah Tingkat II Surabaya.

huruf B : Uang perangsang sebagaimana ditetapkan sebe-
gar 5% (lima pérsetatus) dari keseluruhan rea
lisasi penerimaan pendapatan asli daeral Kota
madya Daerah Tingkat II Surabaye, selanjutnya
dibagikan kepada Aparat pada Unit/Satuan Ker-
ja vang berkaitan dengan tugas pengawasan,pem
binzan, penghimpun/penata usahaan, penata -
aturan/pengaturan pendapatan daerah.

 Pasal II : cukup jelas, |




